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NOMOR : 903 /11 / TAHUN 2013
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TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang -

to

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIRKOTA SIBOLGA,

buhwa untuk melaksanakan ketentvan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nowor ......... Tatiin 2012 tentang
Pertangmngiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belang Daerah Tahuin Anggaran 2012 dan scbagai
rincian lebibh lanjit dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perfu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjg Daerah Tabun Anggaran
2012;

- Undang-Undang Nomor 8 Dit Tahuin 1956 tentang

Pembentukan Dacrah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumdcra Utara (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 1956 Nomor 59,
T:ambahan Lembaran Negara Republik Ind-zmes;a Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ({Lenbaran Negara Republik Indoriesia
Tahun 1985 Momor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312} sebagaimana teclah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )

3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P’ajak’-.:‘ SR
Dacrah dan Retitbusi Daerah {(Lembaran Negara Republik '™ -
Indonesia Tahun 1997 Nomior 41, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 3685} schagaimana telabh .
divhah dengan Undang-Undang Nemor 34 Tahun 2000

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomor 4048j;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nemor 28 ‘Tshun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 itcntang Keuangan
Negara {Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahein Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280},

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang

Perberlahgraan WNegara (lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Rejpublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Talun 2004 teniang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembanan Negara Republik Indonesia Tabran 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4460);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahum
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangsan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4540);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tabum 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437} sebagai mana telah 4l ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Womor 33 Tabun 2004 tentang .

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);




13. Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234}

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penycdensg  graan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran RNegara
Republik Indonesia Nomor 4090j;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajpk
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomior 118, Tambahan Lembaran Negara Re‘pubhk
Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139});

17. Peratwran Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuvangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2005 Nemor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502},

18. Peraturan.: Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 .tentang

. Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tiwmbahan
Lembaran Negiara Republik Indoriesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembarain Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern  Informasi Keuangar: Daerahr {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahwun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lemiaran Megara Republik Indonesia Nomor 4576};

21. Peraturan Pemerintahr Nomor 57 T:ahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republi’k Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan I.cmbaran Negara Republik Indon&exa
Nomeoer 4577};

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578};

23. Peraturan Pemerint:xh Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Peinerapan Standar Pelayanan
- Minimal {Lemberan Negara Republik Indonesia Talkun 2005
Nomor- 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45835);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Repubh’'k Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 4614};
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Peraturan, Mentert Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubali beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua stas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Dacrah Xota Siboga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kega Sekretariat Daerah dan

- Sekvetariat DPRD Kota Sibolga {Lembaran Daerah Kotz

Siholga Tahun 2008 Nomor 10} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nemor 1 Tahun
12012 {Lembaran Daerah Kota Sibgiga Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Orgianisasi dan Tate Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Sibolga. {Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nemor
11} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun
2012 (Lembaran Dacrah Kote Sibolga Tabun 2012 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Siboiga (Lembaran Daerah Kota Siboiga Talmin 2008
Nomor 12} sehagaimana telab dinbah beberapa kali terakhir

' dengan Peraturan Dacrah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun

2012 (l.embaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor
11y;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomwor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada
Pemeriritah Kota Sibolga,;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi -dan Tata Kerja Keluahan Pada
Pemerintah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Keuangan Deerah (Lembaran Daerah
Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8j;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengelolean Barang  {{embaran Dacrah Kota
Sibolga Tahun 2009 Nomor 9j;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah Kota
Sibolga Tahun 2012 {Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun
2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Sibolga (Lcmbaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2012 Nomor 3};

Peraturan Walkota Sibolga Nomor 9(0/04/2010 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Stboiga {Berita
Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 4); e

Peraturan Wahkota Sibolga Nomor 903/23/2011 tentang
Penjabarz it Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

. Sibolga Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Sibolga

Tahun 2011 Nomor 23);




37. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/27/2012 tentang
Penjabaran Perubzhan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2012 {Benta Daerah
Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 20},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALKKOTA - TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013,

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1.

Pendapatan
aPendapatan Asli Daerah Rp.
26.698.353.730,08
b.Dana Perimbangan _ Rp.
333.434.802.914,00
cLain-lain Pendapatan Asli  Rp.
Daerah Yang Sah 51.154.550.228,00
Jumiah Rp.
Pendapatan 4311.287.706.872,08
Belanja
a.Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. '
201.454.246.778,00
2) Belanja Bunga Rp.
: 0,00
3) Belanja Subsidi Rp.
0,00
4) Belania Hibah Rp.
4.305.877.700,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
6.496.526.000,00
6} Belanja Bagi Hasil Rp.
0,060

7) Belanja Bantian . :
Keuangan 332.937.930,00

8} Belanja Tidak Terduga Rp.
8,00
Rp.
212 589.588.428,00
b.Belanja Langsung
1} Belanja Pegawai Rp.
, 27.872.790.875,00
2} Belanja Barang dan Rp.
Jasa 82.678.183.162,00
3} Belanja Modal Rp.
90.900.186.947.00
Rp.
201.451.160.984,00
Jumlah Ro, L
Belanja 414.040.749.412.00

" Rp.




3. Pembiyaan

a. Pencrimaan Rp.
: 37.175.630.982,54
. b. Pengeluaran Rp.
: 3.892.925.585,060
Jumilah Pembiayaan Rp.
Netto ' 23.286.705.397,..54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp.
Berkenaan 30.533.662.857,62
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimzksud ddlam Pasal 1
tercantum daiam Lampiran T Peraturan Walikota Sibolga ini.
3 e gt P&S&l 3

Ringkasan Laporar Realisasi Anggaran sebagaime ma dumaksud dalany Pasal
Idirinci lebih lamjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasgal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebhagaimana dimalsud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 5
Lampiran scbagiaimana dimeksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 6
Prraturan Walikota ini mulai berlaku pada targ al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengsan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 September 2013

WALIKGTA SIBOLGA,
- dto -

M. BYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 95 S@tmier 2013

SEKRETA DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2013 NOMOR 9




